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WALIKOTA GORONTALO PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR



40



TAHUN 2011



TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2010-2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



WALIKOTA GORONTALO, Menimbang :



a. bahwa penataan ruang agar dapat memberikan manfaat dan mendorong perkembangan ekonomi dan pembangunan serta berhasil guna, berdaya guna dan memiliki kepastian hukum serta perlu mengakomodasi kebutuhan ruang yang sesuai perkembangan kota dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2001-2011; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010-2030;



Mengingat : 1.



Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



2.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



3.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);



4.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5 Undang . . .



-25.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);



6.



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);



7.



Undang-Undang Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68);



8.



Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);



9.



Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);



10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); 15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



18. Undang . . .



-318. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 19. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 20. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739); 21. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 23. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 24. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 26. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 28. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294); 31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 32. Peraturan . . .



-432. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776); 33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 34. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 35. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145); 36. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 38. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489); 39. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 44. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 45. Peraturan . . .



-545. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 46. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 50. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); 52. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154); 53. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 54. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 55. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 56. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008 – 2027.



Dengan . . .



-6Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO dan WALIKOTA KOTA GORONTALO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2010 - 2030



BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.



Daerah adalah Kota Gorontalo.



2.



Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.



3.



Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Gorontalo.



4.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.



5.



Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.



6.



Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.



7.



Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup.



8.



Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.



9.



Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.



10.



Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.



11.



Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.



12.



Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.



13.



Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



14. Pemerintah . . .
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.



15.



Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.



16.



Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.



17.



Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.



18.



Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



19.



Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.



20.



Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.



21.



Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.



22.



Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.



23.



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Gorontalo adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Gorontalo.



24.



Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.



25.



Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.



26.



Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.



27.



Sistem internal perkotaan adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan.



28.



Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.



29.



Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.



30.



Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.



31.



Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



32.



Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



33. Kawasan . . .
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Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.



34.



Kawasan strategis kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.



35.



Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secaran nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.



36.



Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.



37.



Ruang terbuka biru adalah merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang termasuk dalam kategori ruang terbuka non hijau berupa badan air yang terdiri dari permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukan sebagai genangan retensi.



38.



Water front city adalah wilayah daratan yang wajahnya menghadap kearah laut/perairan umum, dimana kawasan laut atau perairan umum tidak dianggap sebagai daerah belakang namun dihargai sebagai bagian muka, tempat yang lebih dihormati dan sebagai konsekuensinya lingkungan daratan dan perairannya dijaga kebersihan dan keindahannya.



39.



Amplop ruang adalah hasil analisis daya dukung lahan, daya tampung ruang dan kekuatan investasi serta ekonomi setempat, memuat gambaran dasar penataan pada lahan kawasan perencanaan yang selanjutnya dijabarkan dalam pengaturan bangunan, pengaturan antar bangunan, dan penataan lingkungan fungsional, sehingga tercipta lingkungan hunian yang harmonis, serasi, seimbang, aman dan nyaman.



40.



Zero Delta Q Policy adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai.



41.



Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



42.



Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.



43.



Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang. Peran serta masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; Kelembagaan adalah badan yang bersifat ad-hoc yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.



44.



45. 46. 47.



Bagian . . .



-9Bagian Kedua ASAS Pasal 2 RTRW Kota disusun berasaskan : a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e. keterbukaan; f. kebersamaan dan kemitraan; g. perlindungan kepentingan umum; h. kepastian hukum dan keadilan; serta i. akuntabilitas.



Bagian Ketiga KEDUDUKAN Pasal 3 Kedudukan RTRWK adalah : a. penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dilaksanakan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); b. menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan c. pedoman bagi penataan ruang kawasan strategis kota serta rencana rinci tata ruang.



Bagian Keempat FUNGSI Pasal 4 Fungsi RTRWK adalah sebagai: a. sebagai matra ruang dari pembangunan daerah; b. sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang daerah; dan c. sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar sektor dan antar wilayah.



Bagian . . .



- 10 Bagian Kelima WILAYAH PERENCANAAN Pasal 5 Wilayah perencanaan tata ruang dalam RTRW Kota Gorontalo adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 139,87 km 2 yang terdiri atas daratan seluas 79,03 km2 dan lautan seluas 60,84 km2, yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan yaitu : a. Kecamatan Kota Utara; b. Kecamatan Kota Tengah; c. Kecamatan Kota Selatan; d. Kecamatan Kota Timur; e. Kecamatan Kota Barat; f. Kecamatan Dungingi; g. Kecamatan Hulonthalangi; h. Kecamatan Dumbo Raya; dan i. Kecamatan Sipatana.



Bagian Keenam JANGKA WAKTU PERENCANAAN Pasal 6 Jangka waktu RTRWK adalah 20 (dua puluh) tahun, yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2030.



Bagian Ketujuh RUANG LINGKUP Pasal 7 Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo mencakup : a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota Gorontalo; b. rencana struktur ruang wilayah Kota Gorontalo; c. rencana pola ruang wilayah Kota Gorontalo; d. penetapan kawasan strategis; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota; dan g. hak, kewajiban dan bentuk peran masyarakat.



BAB II. . .
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BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO Bagian Pertama Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota Pasal 8 Penataan ruang Kota Gorontalo bertujuan untuk mewujudkan Kota Gorontalo sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada kegiatan usaha jasa dan perdagangan dengan tetap mempertahankan budaya masyarakatnya dan kelestarian lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.



Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Paragraf 1 Umum Pasal 9 Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.



Paragraf 2 Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota



Pasal 10 Kebijakan penataan ruang wilayah kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan ke dalam pokok-pokok kebijakan yang meliputi: a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota; b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota; dan c. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota.



Pasal 11 (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi : a. peningkatan akses pelayanan sarana-sarana kesehatan dan pendidikan berskala regional serta pusat pertumbuhan ekonomi kota yang merata dan berhierarki; dan b. peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh kota. (2) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi : a. kebijakan pengembangan kawasan lindung, terdiri atas: 1. pemeliharaan . . .



- 12 1. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan 2. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya, terdiri atas : 1. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya bagi kemudahan aktifitas masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta pengembangan kehidupan masyarakat religius yang berakar pada cirikhas budaya daerah; dan 2. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. (3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, meliputi : a. kebijakan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi pengembangan pusat pertumbuhan dan pengembangan investasi yang berbasis perdagangan dan jasa sebagai penggerak utama pengembangan wilayah; b. kebijakan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup, meliputi perlindungan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan c. kebijakan pengembangan kawasan strategis sosial budaya, meliputi konservasi terhadap situs-situs budaya dan agama serta objek-objek bersejarah yang dapat mencirikan masyarakat kota Gorontalo sebagai masyarakat religius sekaligus memiliki jiwa patriotis.



Paragraf 3 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Pasal 12 Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, strategi penataan ruang wilayah kota, meliputi : a. strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota; b. strategi pengembangan pola ruang wilayah kota; dan c. strategi pengembangan kawasan strategis kota. Pasal 13 (1) Strategi pengembangan struktur ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi : a. strategi peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki, yaitu mengembangkan sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota, terdiri atas : 1. sistem pusat kegiatan kawasan perkantoran pemerintahan; 2. sistem pusat kegiatan kawasan perdagangan dan jasa; 3. sistem pusat kegiatan kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan penyeberangan; dan 4. sistem pusat kegiatan kawasan terminal penumpang (simpul transportasi). b. strategi peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh kota, terdiri atas : 1. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana transportasi darat dan laut; 2. meningkatkan . . .



- 13 2. meningkatkan kapasitas dan kualitas distribusi jaringan prasarana energi dan telekomunikasi; 3. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir dan penyediaan sumber air baku; dan 4. meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang meliputi prasarana penyediaan air minum kota, pengelolaan air limbah, sistem persampahan, sistem drainase kota, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana. Pasal 14 (1) Strategi pengembangan pola ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi : a. strategi pengembangan kawasan lindung kota; dan b. strategi pengembangan kawasan budidaya kota. (2) Strategi pengembangan kawasan lindung kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri atas : 1. mempertahankan luas kawasan berfungsi lindung di wilayah Kota Gorontalo sesuai dengan kondisi ekosistem; dan 2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya untuk tetap mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem. b. strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, meliputi melindungi kawasan tangkapan air, sempadan sungai, danau, dan pantai secara terpadu. (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi : 1. menetapkan kawasan budidaya untuk pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan 2. mengembangkan kegiatan-kegiatan budidaya dan potensi-potensi dasar kota Gorontalo berupa fasilitas-fasilitas perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di darat maupun di laut secara sinergis. b. strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi : 1. mengembangkan dan mempertahankan kawasan budidaya pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 2. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya melalui pembatasan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana. c. strategi untuk meningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, meliputi: 1. menetapkan fungsi kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; 2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan;



3. mengembangkan . . .



- 14 3. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan 4. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI. Pasal 15 (1) Strategi pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c, meliputi : a. strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; b. strategi pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup; dan c. strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya. (2) Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan; b. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; c. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan d. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi. (3) Strategi pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. menetapkan kawasan lindung bagi perlindungan ekosistem; b. melindungi keseimbangan tata guna air untuk mengurangi risiko bencana alam banjir; c. memberikan prioritas utama pada peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan d. membatasi perubahan bentang alam yang dapat berdampak pada terjadinya bencana tanah longsor. (4) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. menetapkan kawasan konservasi sosial budaya berbasis pada objek-objek wisata budaya dan artefak atau bangunan-bangunan bernilai sejarah; dan b. mengembangkan daya tarik kawasan dengan tetap mempertahankan keaslian objek bersejarah dan warisan budaya.



BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA Bagian Pertama Umum Pasal 16 (1) Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan gambaran sistem perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang dibangun berdasarkan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota hingga 20 tahun, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota dan melayani kegiatan skala kota yang merupakan satu kesatuan dari sistem regional dan provinsi. (2) Rencana struktur ruang wilayah kota terdiri atas : a. rencana sistem pusat pelayanan kegiatan kota; dan



b. rencana . . .



- 15 b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota. (3) Rencana sistem pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana pada ayat (2) huruf a digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 yang tercantum pada Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Rencana sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 25.000 yang tercantum dalam Lampiran I.b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Pasal 17 (1) Rencana struktur sistem pusat pelayanan kegiatan kota disusun berdasarkan klasifikasi menurut hirarkinya meliputi : a. pusat pelayanan kota, untuk melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional; b. sub pusat pelayanan kota, melayani sub wilayah kota dan pusat lingkungan; dan c. pusat lingkungan, melayani skala lingkungan. (2) Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 4 (empat) PPK, meliputi : a. kawasan distrik perdagangan Bili’U yang terdiri dari : kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional di Kecamatan Kota Selatan; b. kawasan Pentadu yang terdiri dari : kawasan pusat kegiatan pelabuhan nasional dan pelabuhan penyeberangan di Kecamatan Dumbo Raya, serta Depo Bahan Bakar Minyak dan Pangkalan Pendaratan Ikan di Kecamatan Hulonthalangi; c. kawasan Banthayo Lolipu yang terdiri dari: kawasan pusat kegiatan perkantoran pemerintahan di Kecamatan Sipatana; d. kawasan Uta’eya yang terdiri dari: kawasan pusat kegiatan terminal penumpang Tipe A di Kecamatan Dungingi. (3) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan jasa, serta pelayanan sosial dan budaya yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan, yaitu Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dungingi, Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan Sipatana. (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kawasan dengan fungsi perkantoran pemerintahan, perdagangan jasa dengan skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan yang tersebar di seluruh kelurahan. Pasal 18 (1) Rencana distribusi pemanfaatan ruang dan bangunan serta bukan bangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota akan dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Gorontalo yang berfungsi untuk mengatur dan menata kegiatan fungsional yang direncanakan oleh perencanaan ruang diatasnya, dalam mewujudkan ruang yang serasi, seimbang, aman, nyaman dan produktif. (2) Penjabaran lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Kota Utara; b. penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Kota Tengah; c. penyusunan . . .



- 16 c. d. e. f. g. h. i.



penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Kota Selatan; penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Kota Timur; penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Kota Barat; penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Dungingi; penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Hulonthalangi; penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Dumbo Raya; dan penyusunan rencana detail tata ruang Kecamatan Sipatana.



Bagian Keempat Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kota Paragraf 1 Umum Pasal 19 Rencana sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi : a. sistem prasarana utama; dan b. sistem prasarana lainnya. Paragraf 2 Sistem Prasarana Utama Pasal 20 Rencana Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas : a. rencana sistem jaringan transportasi darat; b. rencana sistem jaringan transportasi perkeretaapian; dan c. rencana sistem jaringan transportasi laut. Pasal 21 (1) Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, terdiri atas : a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan b. jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. (2) Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. jaringan jalan; b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.



Pasal 22 (1) Rencana Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a terdiri atas jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder, jalan bebas hambatan, dan jaringan jalan lingkungan.



2. jaringan . . .



- 17 (2) Jaringan jalan arteri primer sebagai jalan nasional di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang ± 5,24 km meliputi ruas, Jalan H.B. Yasin (eks Jalan Agus Salim dan Jalan Basuki Rahmat). (3) Jaringan jalan kolektor primer sebagai jalan nasional di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang ± 8,76 km meliputi ruas, Jalan Mayor Dullah – Jalan Djalaludin Tantu – Jalan Nani Wartabone I (eks Jalan Ahmad Yani). (4) Jaringan jalan arteri sekunder sebagai jalan provinsi di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas, Jalan Hasanudin, Jalan Raja Eyato, jalan Cokroaminoto, Jalan Sultan Botutihe – Jalan P. Kalengkongan, Jalan Botuliyodu – Jalan Usman Isa – Jalan Sasuit Tubun – Jalan Yos Sudarso - Jalan Tinaloga - Jalan Pangeran Hidayat - Jalan Rusli Datau - Jalan Brigjen Piola Isa - Jalan Prof. John Katili (eks Jalan Andalas) – Jalan Thaib M. Gobel (eks Jalan Bengawan Solo) – Jalan Nani Wartabone II (eks Jalan panjaitan)– Jalan Palma – Jalan Aloei Saboe. (5) Jaringan jalan kolektor sekunder sebagai jalan kota di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas, Jalan Barito - Jalan Tondano - Jalan Yusuf Hasiru Jalan Madura - Jalan Arif Rahman Hakim - Jalan Ki Hajar Dewantoro - Jalan Mohamad Yamin - Jalan Jend. Sudirman - Jalan Kartini - Jalan Beringin - Jalan Walanda Maramis. (6) Jaringan jalan bebas hambatan di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruas, jalan bebas hambatan antar kota, yaitu: Limboto – Gorontalo (kebijakan tahap pengembangan I) dan jalan bebas hambatan Isimu Gorontalo (kebijakan tahapan pengembangan II). (7) jaringan jalan lingkungan meliputi jalan yang menghubungkan antara jalan kolektor sekunder dengan pusat-pusat permukiman. Pasal 23 (1) Sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, meliputi : a. terminal penumpang Type A di PKN Kota Gorontalo, meliputi terminal Dungingi di Kecamatan Dungingi; dan b. terminal penumpang Tipe B, meliputi: Terminal Leato di Kecamatan Dumbo Raya, dan Terminal Moodu di Kecamatan Kota Timur. (2) Sistem jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, meliputi pengembangan sistem angkutan umum massal yang melayani rute seluruh wilayah Kota Gorontalo. Pasal 24 (1) Sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, meliputi pelabuhan penyeberangan lintas provinsi yaitu Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo yang terletak di Kelurahan Leato Kecamatan Dumbo Raya dan Rencana Angkutan Bus Air di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi dan Kelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya. (2) Jaringan penyeberangan lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalur Gorontalo – Pagimana. Pasal 25 Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi, sistem jaringan jalur kereta api monorail yang menghubungkan Gorontalo - Manado - Bitung. pasal 26 . . .
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Pasal 26 Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi Pengembangan Pelabuhan Gorontalo sebagai pelabuhan pengumpul yang terletak di muara sungai Bone Kelurahan Talumolo yang berfungsi sebagai pelabuhan umum maupun sebagai pelabuhan khusus bongkar muat kargo dan peti kemas, dengan alur pelayaran nasional meliputi : a. Gorontalo – Bitung – Luwuk – Kolondale - Raha – Kendari – Baubau – Makassar; b. Gorontalo – Bitung – Ternate; dan c. Gorontalo – Bitung – Balikpapan – Makassar – Surabaya – Jakarta.



Paragraf 3 Sistem Prasarana Lainnya Pasal 27 Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas : a. jaringan energi/kelistrikan; b. jaringan telekomunikasi; c. jaringan sumber daya air kota; dan d. infrastruktur perkotaan.



Pasal 28 Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, meliputi : a. pembangkit utama, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Anggrek yang terletak di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara; b. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas: 1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV dengan Gardu Induk (GI) utama melewati bagian selatan Kota Gorontalo, di punggung-punggung bukit di kelurahan Dembe I, Lekobalo, Pilolodaa, Buliide, Tenilo, Donggala, Siendeng, Tenda, Talumolo dan Botu; dan 2. Jaringan Tegangan Menengah (JTM), meliputi : a) penyulang 1 : Jl. HB Yasin, Jl. Selayar, Jl. Irian, Jl. Durian, Palma, Jl. Jeruk, Jl. Sulawesi, sebagian Jl. Manado, Jl. Aru, Jl. Beringin, Jl. Prof. John Katili, Jl. Thaib M. Gobel, dsk, Jl. Kartini, Jl. Budi Utomo dsk, Jl. Diponegoro dsk, Jl. Imam Bonjol dsk, JL. Tengku Umar dsk, Perumahan Kaputi dsk; b) penyulang 2 : BTN Pulubala, Jl. Selayar, Jl. Manado, Jl. Rusli Datau, Jl. Piola Isa, Jl. Taman Pendidikan dsk, sebagian Jl. Sultan Botutihe, Kel. Ipilo, Kel. Padebuolo, Kel. Bugis dsk; c) penyulang 6 : Jl. Bone, sebagian Jl. Prof,John Katili, sebagian Jl. Y Hasiru, Jl. Kalimantan, sebagian Sudirman dsk, Jl. Jamaludin Malik, Jl. Moh. Jamin, Jl. Jaksa Agung Suprapto, Jl. Nani Wartabone II, Jl. P. Hidayat, Jl. Gelatik, sebagian Jl. Aloei Saboe dsk, Jl. Raden Saleh dsk; d) penyulang 7 : Jl. Beringin, Jl. Bambu, Jl. Prasetia, Kec. Dungingi, sebagian Kec. Kota Barat, Jl. Kancil, Kel. Biawu, Kel Siendeng, Kel Biawao, Kel. Buliide dsk; dan e. penyulang . . .



- 19 e) penyulang 10 : Mall Mega Zanur, Kec. Botupingge, Kel. Talumolo, Kel. Leato, Kec. Kabila Bone, Kec. Bone Raya, Kec. Bone, Kec. Bone Pantai, Usaha Mina, Pertamina, Kel. Tenda, Kel. Pohe, Kec. Batudaa Pantai. Pasal 29 Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, meliputi sistem jaringan prasarana telekomunikasi di Kota Gorontalo berupa jaringan kabel yang terdistribusi di hampir seluruh wilayah Kota Gorontalo dan rencana pengembangan menara telekomunikasi bersama untuk operator telepon seluler pada lokasi-lokasi menara yang tersebar di seluruh kecamatan. Pasal 30 Rencana sistem jaringan sumber daya air di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, meliputi : a. wilayah sungai (WS) Limboto - Bolango - Bone, yang terdiri dari Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kota Gorontalo, meliputi : 1. DAS Bolango; 2. DAS Bone; dan 3. DAS Tamalate. b. sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di wilayah Kota Gorontalo, meliputi : 1. daerah irigasi Lomaya di Kecamatan Sipatana, Kecamatan Kota Utara, dan Kecamatan Kota Barat, serta Kecamatan Dungingi; dan 2. daerah irigasi Alale di Kecamatan Kota Timur; c. sistem jaringan air baku untuk air bersih di kota Gorontalo meliputi : 1. jaringan air baku dari Sungai Bone; 2. jaringan air baku dari Sungai Bolango; dan 3. jaringan air baku dari Mata Air Butu di Kelurahan Pilolodaa, Kelurahan Dembe I, Kelurahan Lekobalo, dan Kelurahan Tenilo. d. sistem pengendalian banjir di wilayah Kota Gorontalo berupa pembangunan sistem drainase terintegrasi dengan sistem polder, serta mengacu pada dokumen pola dan rencana sumber daya air wilayah sungai Limboto-Bolango-Bone. Pasal 31 (1) Rencana pengembangan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, meliputi prasarana : a. penyediaan air minum kota; b. pengelolaan air limbah; c. sistem persampahan; d. sistem drainase kota; e. prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; f. jalur evakuasi bencana; dan g. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya. (2) Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup sistem jaringan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan distribusi melalui perpipaan dengan cakupan pelayanan mencapai 80% wilayah Kota Gorontalo, meliputi : a. instalasi pengolahan air di desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila Kab. Bone Bolango, kapasitas sumber 107.295 l/dt, kapasitas terpasang : intake 480 l/dt dan distribusi 218 l/dt; b. instalasi . . .
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(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



b. instalasi pengolahan air di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, kapasitas sumber 5.000 l/dt, kapasitas IPA 20 l/dt; c. instalasi pengolahan air di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, kapasitas IPA 20 l/dt. d. rencana penambahan kapasitas terpasang skala kota berupa Instalasi Pengolahan Air dan reservoar utama di bukit Botu di Kelurahan Botu; dan e. instalasi pengolahan air di Kelurahan Pilolodaa Kecamatan Kota Barat dengan kapasitas 5 l/dt. Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. sistem pembuangan air limbah (sewage) mencakup sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang terletak di Kelurahan Dulomo; dan b. sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) yang pengelolaannya terdiri atas pengolahan sanitasi setempat (on site sanitation) untuk industri, hotel rumah makan, dan rumah tangga, serta pengolahan sanitasi terpusat (off site sanitation) bagi kompleks perumahan baru. Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. daerah pelayanan Tempat Penampungan Sampah Sementara tersebar di seluruh kelurahan; b. pola operasi pewadahan individu dan pewadahan komunal; c. pengangkutan dilakukan dari transfer depo dan wadah komunal ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional atau untuk pengumpulan langsung dari sumber-sumber sampah besar langsung ke TPA; dan d. sebagian sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (reuse, reduce, recycle); Rencana sistem drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : a. pembagian blok drainase, meliputi Blok I sampai dengan Blok VI; b. sistem saluran, terdiri atas: penetapan saluran primer/ conveyor drain, saluran pengumpul sekunder dan tersier (collector drain); dan c. sistem pembuangan, terdiri atas : 1. pemasangan pintu air yang kedap air beserta pompa air pada hilir saluran; 2. pembuatan tanggul banjir di sepanjang tepian sungai (pada bagian-bagian yang rendah); 3. penataan sistem saluran dan pembuatan tanggul banjir di Kelurahan Biawu dan Siendeng; dan 4. sistem pembuangan melalui kolam retensi dan pompa di Kelurahan Heledulaa Utara dan Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur, Kelurahan Buladu dan Kelurahan Molosipat W Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi, Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan, serta Kelurahan Wumialo dan Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terletak di jalan Suprapto dan jalan MT. Haryono. Rencana jalan khusus jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi ruas jalan Mayor Dullah, jalan Jalaludin Tantu, jalan Tribrata, jalan Sultan Botutihe, jalan Cokroaminoto, dan jalan Sudirman, menuju lapangan Damhil Kelurahan Wumialo, jalan Botuliyodu menuju lokasi evakuasi di Kelurahan Pohe dan Tanjung Kramat, jalan Yos Sudarso, jalan Monginsidi, jalan Piere Tendean, jalan Katamso, jalan Raja Eyato menuju ke lapangan Buladu.



(8) Rencana . . .



- 21 (8) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran kota yang dijabarkan secara sistematis dalam Rencana Induk Sistem Penganggulangan Kebakaran Kota (RISPK).



BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA Bagian Pertama Umum Pasal 32 (1) Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota sampai 20 tahun mendatang, yang menggambarkan lokasi, ukuran, fungsi serta karakter kegiatan manusia dan/atau kegiatan alam. (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. kawasan lindung; dan b. kawasan budidaya. (3) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Pasal 33 (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi : a. hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. rencana kawasan perlindungan setempat; d. ruang terbuka hijau (RTH) kota; e. rencana kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan f. kawasan rawan bencana alam. (2) Peta sebaran kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Paragraf 1 Hutan Lindung Pasal 34 Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a di Kota Gorontalo meliputi hutan lindung seluas kurang lebih 552,6 ha yang terdiri atas : a. kawasan hutan lindung yang terletak di perbukitan di Kecamatan Dumbo Raya, meliputi Kelurahan Leato Selatan, Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Talumolo, dengan areal seluas kurang lebih 477,8 ha; dan b. kawasan hutan lindung yang terletak di perbukitan di Kecamatan Kota Barat, meliputi Kelurahan Dembe 1, Kelurahan Pilolodaa, dan Kelurahan Buliide seluas kurang lebih 74,8 ha. Paragraf 2 . . .



- 22 Paragraf 2 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Pasal 35 Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, meliputi kawasan resapan air terletak di Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Kota Barat, berada di daerah perbukitan pada kemiringan lahan > 40 % dengan luas kurang lebih 1.884 ha. Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 36 (1) Rencana kawasan perlindungan setempat di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar danau; dan d. kawasan sekitar mata air. (2) Kawasan sempadan pantai di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya dengan luas kurang lebih 28 ha, dengan lebar sempadan pantai antara 30 m sampai dengan 70 m. (3) Kawasan sempadan sungai di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Dumbo Raya, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Dungingi dengan luas kurang lebih 121 ha, dengan lebar sempadan sungai bertanggul di kawasan perkotaan minimal berjarak 3 meter. (4) Kawasan sekitar Danau Limboto di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Kecamatan Kota Barat dengan kurang lebih sekitar 7 ha, dengan lebar sempadan danau minimal berjarak 50 meter. (5) Kawasan sekitar mata air di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di bagian barat dari Danau Limboto, termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota Barat dengan luas kawasan kurang lebih 50,11 ha dengan lebar garis sempadan di tetapkan 200 m disekitar mata air. Paragraf 4 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Pasal 37 (1) Rencana kawasan ruang terbuka hijau di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. ruang terbuka hijau publik; dan b. ruang terbuka hijau privat. (2) Rencana pengembangan ruang terbuka hijau publik di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kawasan seluas kurang lebih 1.599 ha atau sekitar 20,23 persen dari luas wilayah daratan Kota Gorontalo yang terdiri atas : a. mempertahankan ruang terbuka hijau alami dan buatan seluas kurang lebih 1.452 ha yang meliputi : 1. rencana pengembangan kawasan hutan kota, yang terletak di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur seluas kurang lebih 1 Ha; 2. kawasan . . .
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kawasan hutan kota alami, yang terletak di : a) kecamatan Dumbo Raya yang meliputi Kelurahan Botu, Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan; b) kecamatan Kota Barat yang meliputi Kelurahan Dembe I, Kelurahan Lekobalo, Kelurahan Pilolodaa, Kelurahan Buliide, dan Kelurahan Tenilo; dan c) kecamatan Hulonthalangi yang meliputi Kelurahan Tanjung Kramat, Kelurahan Pohe, Kelurahan Tenda, Kelurahan Siendeng, dan Kelurahan Donggala. b. mengembangkan ruang terbuka hijau buatan yang terdiri atas lapangan olahraga, taman Kelurahan/kecamatan, median jalan dan jalur pejalan kaki yang lokasinya tersebar dengan luas lebih dari 146 ha. (3) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekarangan rumah tinggal dan halaman perkantoran dengan luas lebih dari 800 Ha atau lebih dari 10 % dari luas wilayah daratan Kota Gorontalo.



Paragraf 5 Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya Pasal 38 (1) Rencana kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, meliputi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. (2) Cagar budaya di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. lingkungan bangunan non gedung; dan b. lingkungan bangunan gedung dan halamannya. (3) Cagar budaya berupa lingkungan bangunan non gedung di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Benteng Otanaha, yang terletak di Kecamatan Kota Barat dan Makam Keramat Ta Ilayabe di Kecamatan Dumbo Raya. (4) Cagar budaya berupa bangunan gedung dan halamannya di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Masjid Hunto (Sultan Amai) di Kelurahan Biawu dan Masjid Baiturahim di Kelurahan Limba B, serta makam Ju Panggola di Kelurahan Dembe I, beberapa rumah tinggal dengan gaya arsitektur peninggalan zaman perjuangan kemerdekaan di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan dan Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi serta Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur.



Paragraf 6 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 39 (1) Kawasan rawan bencana alam di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Gorontalo terutama gempa bumi dengan kategori gempa skala lebih dari VII MMI. (2) Kawasan rawan bencana alam di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. kawasan rawan longsor; b. kawasan rawan banjir; dan c. kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami. (3) kawasan . . .



- 24 (3) Kawasan rawan longsor di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dumbo Raya, dan Kecamatan Hulonthalangi. (4) Kawasan rawan banjir di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di bagian tengah wilayah Kota Gorontalo, meliputi Kecamatan Kota Timur Kecamatan Hulonthalangi, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Dungingi. (5) Kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di kecamatan yang wilayah pesisirnya berelevasi rendah, meliputi kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya. Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Pasal 40 (1) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. rencana kawasan perumahan; b. rencana kawasan perdagangan dan jasa; c. rencana kawasan perkantoran; d. rencana kawasan industri; e. rencana kawasan pariwisata; f. rencana kawasan ruang terbuka non hijau; g. rencana ruang evakuasi bencana; h. rencana peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan i. rencana kawasan peruntukan lainnya. (2) Peta sebaran kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Rencana Kawasan Perumahan Pasal 41 (1) Rencana kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dengan luas hampir 2000 Ha, terdiri atas: a. kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi; b. kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang; dan c. kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah. (2) Rencana kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan di Kecamatan Dumbo Raya yaitu di Kelurahan Bugis. (3) Rencana kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersebar di seluruh Kota Gorontalo, terdiri atas : a. Kecamatan Kota Selatan, meliputi : 1. Kelurahan Biawao; 2. Kelurahan Biawu; 3. Kelurahan Limba B; dan 4. Kelurahan Limba U1; b. Kecamatan Hulonthalangi, meliputi kelurahan Siendeng dan kelurahan Tenda. c. Kecamatan Kota Timur, meliputi : 1. Kelurahan Heledulaa Selatan; 2. kelurahan . . .



- 25 2. Kelurahan Ipilo; dan 3. Kelurahan Padebuolo; d. Kecamatan Kota Tengah, meliputi: Kelurahan Dulalowo, dan e. Kecamatan Kota Utara, meliputi Kelurahan Dembe II. (4) Rencana kawasan perumahan dengan tingkat kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan tersebar di seluruh kota Gorontalo, terdiri atas: a. Kecamatan Kota Barat, meliputi : 1. Kelurahan Dembe I; 2. Kelurahan Lekobalo; 3. Kelurahan Pilolodaa; 4. Kelurahan Buliide; 5. Kelurahan Tenilo; 6. Kelurahan Molosipat W; dan 7. Kelurahan Buladu; b. Kecamatan Dungingi, meliputi : 1. Kelurahan Libuo; 2. Kelurahan Tuladenggi; 3. Kelurahan Huangobotu; 4. Kelurahan Tomulabutao; dan 5. Kelurahan Tomulabutao Selatan; c. Kecamatan Kota Selatan, meliputi kelurahan Limba U II. d. Kecamatan Hulonthalangi, meliputi : 1. Kelurahan Donggala; 2. Kelurahan Pohe; dan 3. Kelurahan Tanjung Kramat. e. Kecamatan Dumbo Raya yang meliputi : 1. Kelurahan Botu; 2. Kelurahan Leato Utara; 3. Kelurahan Leato Selatan; 4. Kelurahan Talumolo. f. Kecamatan Kota Timur, meliputi : 1. Kelurahan Heledulaa; 2. Kelurahan Moodu; dan 3. Kelurahan Tamalate. g. Kecamatan Kota Utara, meliputi : 1. Kelurahan Dulomo, 2. Kelurahan Dulomo Selatan, 3. Kelurahan Wongkaditi Timur, 4. Kelurahan Wongkaditi Barat; dan 5. Kelurahan Dembe Jaya; h. Kecamatan Sipatana, meliputi : 1. Kelurahan Bulotadaa Barat; 2. Kelurahan Bulotadaa Timur; 3. Kelurahan Tapa; 4. Kelurahan Molosipat U; dan 5. Kelurahan Tanggikiki. i. Kecamatan . . .



- 26 i. Kecamatan Kota Tengah meliputi : 1. Kelurahan Liluwo; 2. Kelurahan Pulubala; 3. Kelurahan Paguyaman; 4. Kelurahan Wumialo; dan 5. Kelurahan Dulalowo Timur. Paragraf 2 Rencana Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasal 42 (1) Rencana kawasan perdagangan dan jasa di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 377 Ha, meliputi: a. pasar tradisional; dan b. pusat perbelanjaan dan toko modern. (2) Rencana pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. pasar sentral yang melayani skala wilayah kota di Kelurahan Limba U I; dan b. pasar mingguan yang melayani skala sub-wilayah kota yang tersebar masing di 7 (tujuh) kecamatan meliputi: 1. Pasar Moodu di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur; 2. Pasar Bugis di Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya; 3. Pasar Dungingi di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi; 4. Pasar Liluwo di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah; 5. Pasar Andalas di Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana; 6. Pasar Bulotadaa di Kelurahan Bulotadaa Timur, Kecamatan Sipatana; 7. Pasar Biawu di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan; dan 8. Pasar Pilolodaa di Kecamatan Kota Barat. (3) Rencana pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pusat perdagangan regional atau pasar induk diarahkan di Pasar Sentral di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan b. pusat perdagangan kota diarahkan di kawasan sekitar Pasar Sentral di Kecamatan Kota Selatan, meliputi Kelurahan Limba U I dan Kelurahan Limba U II, serta di sekitar kawasan Kota Tua di Kelurahan Biawao dan Kelurahan Limba B; c. kompleks pertokoan yang terletak di Kelurahan Biawao, Kelurahan Limba U I dan Kelurahan Limba U II; d. kompleks pertokoan yang bersifat linear di sepanjang kawasan jalan H.B. Jasin, jalan Prof. John Katili, jalan Nani Wartabone, jalan Sudirman, jalan Cokroaminoto dan jalan Pangeran Hidayat; dan e. kawasan perdagangan bagian kota diarahkan dengan skala lingkungan yang berada di pusat-pusat kecamatan yang terdiri atas : 1. kelurahan Buladu kecamatan Kota Barat; 2. kelurahan Biawu kecamatan Kota Selatan; 3. kelurahan Moodu kecamatan Kota Timur; 4. kelurahan Wongkaditi kecamatan Kota Utara; 5. kelurahan Pulubala kecamatan Kota Tengah; dan 6. kelurahan Huangobotu kecamatan Dungingi.



Paragraf 3. . .



- 27 Paragraf 3 Rencana Kawasan Perkantoran Pasal 43 (1) Rencana kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 107 Ha terdiri atas: a. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi; b. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kota; c. kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan; dan d. kawasan perkantoran swasta. (2) Rencana kawasan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi dan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan di Kelurahan Tamalate, Kelurahan Dulomo Selatan, dan khusus di Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya pembangunannya dibatasi agar tidak merubah bentang alam. (3) Rencana kawasan perkantoran pemerintahan tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan mengelompok ke daerah Utara bagian Barat, meliputi sekitar Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana. (4) Rencana kawasan pemerintahan tingkat kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat lokasinya tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan. (5) Rencana kawasan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak menyatu atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Kota Tengah. Paragraf 4 Rencana Kawasan Industri Pasal 44 (1) Rencana kawasan industri di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. industri rumah tangga atau kecil; dan b. industri ringan. (2) Kawasan industri rumah tangga atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. kawasan industri kecil di Kelurahan Tuladenggi Kecamatan Dungingi; b. kelompok kerajinan rotan di seputaran jalan H.B. Jasin dan jalan Palma; dan c. kelompok kerajinan pot bunga di Kelurahan Tomulobutao dan Kelurahan Tomulobutao Selatan. (3) Kawasan industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. kawasan industri perabot rumah tangga di Kelurahan Huangobotu dan Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Dungingi; dan b. kawasan industri perikanan diarahkan di kawasan pantai kelurahan Tenda dan Kelurahan Pohe Kecamatan Hulonthalangi, Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan kecamatan Dumbo Raya.



Paragraf 5 . . .



- 28 Paragraf 5 Rencana Kawasan Pariwisata Pasal 45 (1) Rencana kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e terdiri atas: a. pariwisata budaya; b. pariwisata alam; dan c. pariwisata buatan. (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. kawasan kisata Benteng Otanaha, Benteng Otahiya dan Benteng Ulupatu terletak di Kecamatan Kota Barat, tepatnya di Kelurahan Dembe I; b. Masjid Baiturahim, di Kecamatan Kota Selatan, tepatnya di Kelurahan Limba B; c. Masjid Hunto (Sultan Amai), di Kecamatan Kota Selatan, tepatnya di Kelurahan Biawu; d. Makam Keramat Ta‟ Jailoyibuo, di Kecamatan Hulonthalangi, tepatnya di Kelurahan Donggala; e. Makam Keramat Ta Ilayabe, di Kecamatan Dumbo Raya, tepatnya di Kelurahan Leato Utara; f. Makam Keramat Haji Buulu, di Kecamatan Kota Selatan tepatnya di Jalan Teuku Umar; g. Makam Keramat Pulubunga, di Kecamatan Hulonthalangi, tepatnya di Kelurahan Tanjung Keramat; h. Makam Keramat Ju Panggola di Kecamatan Kota Barat, tepatnya di Kelurahan Dembe I; i. Telapak Kaki Lahilote di Pantai Indah Pohe, di Kecamatan Hulonthalangi, tepatnya di Kelurahan Pohe; j. Monumen Nani Wartabone di Kecamatan Hulonthalangi; k. Rumah Adat Dulohupa sebagai Balai Musyawarah Adat Bandayo Dulohupa, di Kecamatan Kota Selatan Kelurahan Limba U II; dan l. Goa Baya Lo Milate, di Kecamatan Hulonthalangi Kelurahan Tanjung Keramat. (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. kawasan wisata Puncak Leato Kecamatan Dumbo Raya; b. perbukitan di Kelurahan Leato Utara dan Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya; c. kawasan Pantai Karang Citra, di Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya; d. kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Dumbo Raya yang meliputi Kelurahan Leato Utara, Kelurahan Leato Selatan, dan di Kecamatan Hulonthalangi yang meliputi Kelurahan Pohe dan Kelurahan Tanjung Keramat; dan e. kawasan wisata air Danau Limboto di Kelurahan Dembe I dan Lekobalo Kecamatan Kota Barat. (4) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. Kolam Renang Potanga, di Kelurahan Pilolodaa, Kecamatan Kota Barat; b. Kolam Renang Lahilote, di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan; c. Tangga Dua Ribu, di Kelurahan Pohe, Kecamatan Hulonthalangi; d. Rumah Adat Dulohupa di kelurahan Limba U II kecamatan Kota Selatan; dan e. Sarana rekreasi dan olahraga terpadu di sekitar lapangan Taruna Remaja Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi.



Paragraf 6. . .
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Paragraf 6 Rencana Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Pasal 46 Rencana kawasan ruang terbuka non hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f, meliputi : a. penyediaan RTNH pada pekarangan bangunan, yang terdiri atas : 1. RTNH di lingkungan bangunan rumah; 2. RTNH di lingkungan bangunan hunian bukan rumah; 3. RTNH di lingkungan bangunan pemerintah; 4. RTNH di lingkungan bangunan komersial; 5. RTNH di lingkungan bangunan social budaya; 6. RTNH di lingkungan bangunan pendidikan; 7. RTNH di lingkungan sarana olahraga; 8. RTNH di lingkungan bangunan kesehatan; dan 9. RTNH di lingkungan sarana transportasi. b. penyediaan RTNH pada skala sub-kawasan dan kawasan, yang terdiri atas : 1. RTNH skala rukun tetangga (lapangan RT); 2. RTNH skala rukun warga (lapangan RW); 3. RTNH skala kelurahan (lapangan/alun-alun kelurahan); dan 4. RTNH skala kecamatan (lapangan/alun-alun kecamatan). c. penyediaan RTNH pada wilayah kota/perkotaan, yang terdiri atas : 1. alun-alun kawasan pemerintahan; 2. plasa bangunan ibadah; dan 3. plasa monument. d. penyediaan RTNH pada fungsi tertentu, yang terdiri atas: 1. pemakaman; dan 2. tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah. e. penyediaan RTNH pada lahan parkir, yang terdiri atas : 1. lahan parkir berdasarkan skala lingkungan dengan pendekatan batasan administratif; dan 2. lahan parkir berdasarkan pusat-pusat kegiatan.



Paragraf 7 Rencana Kawasan Ruang Evakuasi Bencana Pasal 47 (1) Rencana kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf g adalah ruang yang dipersiapkan sebagai tempat sementara evakuasi para korban bencana dengan asumsi lokasi yang direncanakan harus memiliki tingkat keamanan yang lebih terjamin, serta mempunyai akses yang cukup tinggi atau terjangkau oleh bantuan dari luar daerah. (2) Rencana kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. ruang evakuasi bencana banjir terletak di lapangan Damhil di Kecamatan Kota Tengah, lapangan Buladu di Kecamatan Kota Barat, dan lapangan Bulotadaa di Kecamatan Sipatana b. ruang evakuasi bencana tanah longsor terletak di lapangan Buladu di Kecamatan Kota Barat, dan lapangan Taruna Remaja di Kecamatan Hulonthalangi; c. ruang . . .



- 30 c. ruang evakuasi bencana gelombang dan tsunami terletak di Kecamatan Hulonthalangi (lapangan SDN 48, lapangan Tanjung Kramat, Reservoar PDAM, lokasi pertambangan mineral bukan logam di Kelurahan Siendeng, areal pemakaman cina,) , lapangan Damhil di Kecamatan Kota Tengah dan Kecamatan Dumbo Raya (lapangan SMPN 9, Lamal TNI AL, Terminal leato, lapangan lorong sumur tua, lapangan SDN 55), serta RSUD Prof.Dr. Aloei Saboe di Kecamatan Kota Timur; d. ruang evakuasi bencana gempa diarahkan pada ruang terbuka berupa lapangan yang terletak tidak jauh dari lokasi bencana; dan e. ruang evakuasi bencana kebakaran diarahkan pada ruang terbuka berupa lapangan yang terletak tidak jauh dari lokasi bencana. Paragraf 8 Rencana Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Sektor Informal Pasal 48 (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h meliputi: kawasan pedagang kaki lima, kawasan kuliner dan kawasan khusus penjualan barang bekas. (2) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Pusat Perdagangan Kota di Kelurahan Biawao, Pasar Sentral di Kelurahan Limba U I, dan beberapa lokasi yang akan diatur kemudian melalui Peraturan Walikota. Paragraf 9 Rencana Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 49 (1) Rencana kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf i meliputi: a. rencana kawasan pertanian; b. rencana kawasan pesisir; c. rencana kawasan pertambangan; d. rencana kawasan pelayanan umum; dan e. rencana kawasan militer. (2) Rencana kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. rencana kawasan pertanian pangan berkelanjutan meliputi lahan persawahan beririgasi teknis yang terdapat di Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Timur, dan Kota Tengah dengan luas keseluruhan kurang lebih 888,76 ha; b. kawasan pertanian lahan kering, tahunan dan perkebunan terletak di Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Dungingi dengan luas kawasan kurang lebih 21 ha; dan c. kawasan peternakan terletak di Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Dungingi dengan luas kurang lebih 4 ha. (3) Rencana kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan untuk pengembangan kawasan minapolitan yang terdiri atas kawasan pemukiman nelayan, kawasan pelabuhan, kawasan perikanan tangkap, kawasan perikanan budidaya, kawasan wisata bahari, dan kawasan lindung yang meliputi : a. kawasan pemukiman nelayan yang terletak di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya; dan b. kawasan . . .



- 31 b. kawasan pelabuhan, meliputi pelabuhan umum dan pelabuhan penyeberangan di Kecamatan Dumbo Raya, pelabuhan perikanan dan pelabuhan minyak di Kecamatan Hulonthalangi ; c. kawasan perikanan tangkap, meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas pendukung pelabuhan perikanan di Kecamatan Hulonthalangi ; d. kawasan perikanan budidaya, meliputi budidaya laut di Kecamatan Dumbo Raya dan budidaya perairan umum di pesisir Danau Limboto Kecamatan Kota Barat, serta Unit Pembenihan Ikan di Kecamatan Kota Tengah; e. kawasan wisata bahari dengan model pengembangan pariwisata alam yang meliputi pengembangan obyek wisata jet sky di Kecamatan Dumbo Raya, dan pengembangan obyek wisata rekreasi di Kecamatan Hulonthalangi; dan f. kawasan lindung di wilayah pesisir meliputi kawasan perlindungan setempat yang terdiri dari sempadan pantai di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya. (4) Kawasan pertambangan sebagaimana pada ayat (1) huruf b berupa pertambangan mineral bukan logam, meliputi: a. pertambangan galian pasir, diarahkan pada beberapa lokasi di sekitar Sungai Bone di kecamatan Kota Timur dan Dumbo Raya dan Sungai Bolango di Kecamatan Sipatana, dengan ketentuan pemanfaatan bersyarat yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota; dan b. penambangan galian tanah liat terletak di Kelurahan Bulotadaa Barat dan Kelurahan Molosipat U, dengan ketentuan pemanfaatan terbatas dengan jangka waktu pengelolaan maksimum 5 (lima) tahun setelah peraturan daerah ini ditetapkan. (5) Kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. kawasan pendidikan, terdiri atas: 1. kawasan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan dasar (TK dan SD), diarahkan di seluruh pusat lingkungan; 2. kawasan pendidikan dasar (SLTP) dan pendidikan menengah (SMU dan SMK) diarahkan di seluruh pusat kecamatan; dan 3. kawasan pendidikan tinggi (Akademi, Perguruan Tinggi) diarahkan di Kecamatan Kota Tengah, Kota Timur dan Kecamatan Kota Utara; b. kawasan kesehatan, terdiri atas : 1. klinik praktek dokter dan apotek diarahkan menyebar dan merata di seluruh kawasan kota, terutama di dalam kawasan permukiman; 2. puskesmas dan balai Pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan; dan 3. Rumah Sakit Umum di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan Kota Utara, Kelurahan Pilolodaa kecamatan Kota Barat, Kelurahan Liluwo kecamatan Kota Tengah dan kelurahan Heledulaa Selatan; c. kawasan peribadatan diarahkan menyebar dan merata di seluruh kawasan kota dan/atau permukiman; d. kawasan olahraga, terdiri atas : 1. gelanggang olah raga Nani Wartabone di Kelurahan Limba U II; dan 2. gelanggang olah raga City Center di Kelurahan Tamalate. (6) Kawasan militer sebagaimana pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. instalasi militer Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang meliputi: 1. Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) 1304 Gorontalo; 2. Markas Koramil di setiap kecamatan; 3. Markas Kompi Senapan D di Kelurahan Liluwo kecamatan Kota Tengah; dan 4. Sarana-sarana pendukung militer lainnya di kelurahan Tenda kecamatan Hulonthalangi; b. instalasi militer Lanal Gorontalo di kelurahan Leato Selatan kecamatan Dumbo Raya. Pasal 50 . . .



- 32 Pasal 50 (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dan/atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kota Gorontalo. BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA Pasal 51 (1) Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. (2) Penetapan kawasan strategis merupakan penetapan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan c. peningkatan kesejahteraan masyarakat. (3) Penetapan kawasan strategis Kota Gorontalo, terdiri atas: a. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi; b. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan sosial budaya; dan c. kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. (4) Peta kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 1 Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi Pasal 52 Rencana kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) huruf a, terdiri atas: a. kawasan pelabuhan: 1. pelabuhan penyeberangan yang melayani pelayaran skala regional dengan rute Gorontalo – Pagimana Propinsi Sulawesi Tengah dan Gorontalo - Wakai – Ampana Propinsi Sulawesi Tengah; 2. pelabuhan laut Gorontalo yang melayani skala nasional, di Kelurahan Leato Selatan dan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya; dan 3. pelabuhan depo bahan bakar minyak di Kelurahan Tenda Kecamatan Hulonthalangi; b. kawasan perdagangan jasa di pusat kota yang terletak di kelurahan Biawao, sebagian kelurahan Limba B, sebagian kelurahan Limba U1 kecamatan Kota Selatan, sepanjang kiri kanan jalan HB Yasin dan sepanjang kiri kanan jalan Prof. John. Ario. Katili.



c. kawasan . . .



- 33 c. Kawasan perdagangan jasa skala pelayanan kota, meliputi: 1. Kelurahan Limba U I di Kecamatan Kota Selatan; 2. Kelurahan Limba U II di Kecamatan Kota Selatan; 3. Kelurahan Limba B di Kecamatan Kota Selatan; dan 4. Kelurahan Biawao di Kecamatan Kota Selatan. Paragraf 2 Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya Pasal 53 Rencana kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. kawasan yang memiliki nilai budaya (cultural significance), meliputi kawasan Ju Panggola, khususnya wisata ziarah di Kecamatan Kota Barat, Kelurahan Dembe I, Mesjid Sultan Amai dan Mesjid Baiturahim di Kecamatan Kota Selatan; dan b. kawasan dengan nilai historis (historical significance), meliputi: 1. Benteng Otanaha; 2. Benteng Otahia; 3. Benteng Ulupahu; 4. Makam Ju Panggola; 5. Makam Ta Ilayabe; dan 6. Monumen 23 Januari 1942 (Kantor Pos).



Paragraf 3 Kawasan Yang Memiliki Nilai Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Pasal 54 Rencana kawasan strategis Kota Gorontalo dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (3) huruf c, meliputi: a. kawasan persawahan yang memiliki irigasi teknis yang terletak di Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Tengah dan Kecamatan Kota Timur; dan b. kawasan resapan air yang terletak di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Dumbo Raya.



BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu Umum Pasal 55 (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan dan/atau pengembangan kota dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun. (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, terdiri atas: a. indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kota; b. indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan c. indikasi . . .



- 34 c. indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis kota. (3) Tabel indikasi program utama pemanfaatan ruang kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota Pasal 56 Indikasi program untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. indikasi program untuk perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota; dan b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana kota. Pasal 57 Indikasi program untuk perwujudan pusat pelayanan kegiatan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, terdiri atas: a. program pembangunan dan relokasi perkantoran pemerintahan Kota Gorontalo; b. program penataan kawasan-kawasan perdagangan dan jasa; c. program peningkatan kualitas dan kapasitas layanan Pelabuhan Gorontalo dan pelabuhan penyeberangan; d. program pembangunan dan relokasi terminal tipe A; dan e. program peningkatan kapasitas jalan-jalan kolektor penting dalam kota. Pasal 58 (1) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, terdiri atas: a. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah kota; b. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air; c. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan; d. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi; e. indikasi program untuk perwujudan sistem persampahan, sanitasi dan drainase; dan f. indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan lainnya. (2) Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan transportasi di wilayah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. sistem prasarana transportasi darat, terdiri atas : 1. program pembangunan dan relokasi terminal Tipe A di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Dungingi; 2. program peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi dalam kota; 3. program peningkatan kapasitas jalan penghubung kawasan pelabuhan dengan kawasan sentra-sentra perdagangan; 4. program peningkatan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana transportasi dalam kota; dan 5. Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang terminal Tipe B kelurahan Leato kecamatan Dumbo Raya dan terminal Moodu Kecamatan Kota Timur. b. sistem prasarana transportasi air, terdiri atas : 1. program pengembangan moda transportasi air alternatif; dan 2. peningkatan . . .
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(3)



(4)



(5)



(6)



(7)



2. peningkatan kualitas dan intensitas layanan sarana transportasi laut regional. Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan sumber daya air di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. program optimalisasi pemanfaatan jaringan sumber daya air sebagai sumber baku penyedia air bersih bagi masyarakat; dan b. program peningkatan efektifitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya terintegrasi pengendalian banjir. Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan energi dan kelistrikan di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. program penataan jaringan distribusi dalam kota sebagai bagian dari sistem interkoneksi kelistrikan Gorontalo; dan b. program peningkatan kapasitas pasokan listrik sebagai penunjang aktivitas perkotaan. Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas : a. program peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan telekomunikasi selular dengan memanfaatkan secara optimal lokasi-lokasi yang telah ditetapkan; dan b. program peningkatan kapasitas jaringan penunjang teknologi informasi perkotaan. c. program peningkatan dukungan dan fasilitasi peran pihak swasta dalam pengembangan dan pembangunan menara telekomunikasi terpadu. Indikasi program untuk perwujudan sistem persampahan, sanitasi dan drainase di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. program peningkatan kapasitas sarana penampung dan pengangkut sampah perkotaan; b. program pengembangan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui metode daur ulang; c. program peningkatan keterpaduan dan kerintegrasian pengelolaan sistem drainase dalam proses perencanaan dan pelaksanaan; d. program penataan sistem pengelolaan air limbah terpadu bagi lingkungan perkotaan dan permukiman yang sehat; dan e. program perluasan jaringan distribusi air bersih untuk meningkatkan cakupan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Indikasi program untuk perwujudan sistem jaringan lainnya di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. program pengembangan sarana dan prasarana pejalan kaki di jalan Suprapto dan Jalan M.T. Haryono Kecamatan Kota Selatan; dan b. program pengembangan sarana penunjang jalur-jalur evakuasi bencana. Bagian Ketiga Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kota Pasal 59



Indikasi program untuk perwujudan rencana pola ruang Kota Gorontalo sebagaiamana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung; dan b. indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya. Pasal 60 (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, terdiri atas :



a. indikasi . . .
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(2) (3)



(4)



(5)



(6)



(7)



a. indikasi program untuk perwujudan hutan lindung; b. indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat; d. indikasi program untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota; e. indikasi program untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya; f. indikasi program untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam; dan g. indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung lainnya. Indikasi program untuk perwujudan hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi program konservasi hutan lindung melalui peremajaan vegetasi. Indikasi program untuk perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. program reboisasi dan penghijauan lahan-lahan kritis di kawasan-kawasan lindung; dan b. program Pengendalian, rehabilitasi, reklamasi dan penghijauan kawasan bekas pertambangan mineral bukan logam pada kawasan-kawasan lindung di Kecamatan Hulonthalangi dan Kecamatan Kota Barat. Indikasi program untuk perwujudan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. program pengendalian kegiatan budidaya dan relokasi permukiman pada kawasan sempadan pantai di Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi; b. program penataan kawasan sekitar sempadan sungai dengan konsep water front city dan pengembangan jalan inspeksi; c. program pengendalian pembangunan di sepanjang sempadan sungai Bone dan sungai Bolango dan relokasi permukiman di sempadan yang rawan bencana tanah longsor; d. program pengembangan RTH (green belt) di sepanjang sempadan sungai Bolango dan sungai Bone kecuali untuk beberapa lokasi yang diarahkan sebagai kawasan pertambangan galian pasir; e. program penataan kawasan sempadan danau dan relokasi pemukiman liar di sekitar Danau limboto; f. program pengembangan RTH (green belt) di kawasan sempadan danau Limboto; dan g. program konservasi kawasan sumber mata air butu di Kecamatan Kota Barat melalui pengembangan vegetasi yang bermakna ekologis. Indikasi program untuk perwujudan ruang terbuka hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi program penetapan dan pengembangan RTH Publik dan Privat di kawasan-kawasan perkotaan. Indikasi program untuk perwujudan kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. program revitalisasi kawasan wisata bersejarah meliputi Benteng Otanaha dan Makam Ju Panggola di kecamatan Kota Barat dan Masjid Sultan Amai di Kecamatan Kota Selatan; b. program konservasi bangunan-bangunan bersejarah dalam kota. Indikasi program untuk perwujudan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas : a. program pengembangan sistem peringatan dini jarak jauh dan jalur evakuasi bencana tsunami; b. program pengendalian keandalan bangunan gedung di seluruh wilayah kota; dan c. program peningkatan sosialisasi sistem evakuasi dan mitigasi bencana.



Pasal 61. . .
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Pasal 61 (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan budidaya di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, terdiri atas: a. indikasi program untuk perwujudan kawasan perumahan; b. indikasi program untuk perwujudan kawasan perdagangan dan jasa; c. indikasi program untuk perwujudan kawasan perkantoran; d. indikasi program untuk perwujudan kawasan industri; e. indikasi program untuk perwujudan kawasan pariwisata; f. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau; g. indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana; h. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan i. indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan lainnya. (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perumahan di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. program revitalisasi kawasan kumuh perkotaan di Kelurahan Limba B, Kelurahan Biawu dan kelurahan Ipilo; dan b. program pengembangan infrastruktur, jaringan utilitas, fasilitas umum dan fasilitas sosial di kawasan-kawasan permukiman. (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perdagangan dan jasa di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi program revitalisasi pasar-pasar tradisional di tiap-tiap kecamatan dan pasar sentral sebagai pasar regional. (4) Indikasi program untuk perwujudan kawasan perkantoran di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas : a. program pembangunan dan relokasi perkantoran pemerintahan Kota Gorontalo di Kelurahan Tapa; dan b. program pengembangan kawasan perkantoran terpadu pemerintahan Provinsi Gorontalo di Kelurahan Tamalate. (5) Indikasi program untuk perwujudan kawasan industri di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan industri kecil dan rumah tangga dengan program pengawasan kegiatan industri di Kecamatan Dungingi dan Kecamatan Kota Timur. (6) Indikasi program untuk perwujudan kawasan pariwisata di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas : a. program pengembangan daya tarik kawasan wisata pantai di Kelurahan Pohe dan Kelurahan Leato; b. program pengembangan daya tarik kawasan wisata religius dan bersejarah di Kelurahan Tanjung Keramat dan Kelurahan Dembe I; dan c. program peningkatan keterpaduan manajemen pengelolaaan industri pariwisata daerah. (7) Indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang terbuka non hijau di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi program pengembangan dan penataan Ruang Terbuka Non Hijau di Kelurahan Tenda dan Kelurahan Limba U II. (8) Indikasi program untuk perwujudan kawasan ruang evakuasi bencana di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi program pemantapan sistem dan : prosedur evakuasi dan mitigasi bencana di semua wilayah Kota Gorontalo. (9) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi



program . . .



- 38 program penetapan dan pengendalian kegiatan sektor informal di Kelurahan Limba U I, Biawao, dan di pusat wilayah kecamatan. (10) Indikasi program untuk perwujudan kawasan peruntukan lainnya di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdiri atas : a. indikasi program untuk perwujudan kawasan pertanian, terdiri atas : 1. program pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi yang ditunjang dengan penataan manajemen pengelolaan irigasi; 2. program peningkatkan produksi dan produktivitas tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) dan tanaman tahunan produktif untuk kawasan pertanian lahan kering di Kecamatan Kota Barat; 3. program peningkatan kemandirian usaha tani yang berbasis pada sistem pertanian yang modern dan ramah lingkungan; 4. program pengembangan peternakan terpadu di Kecamatan Kota Barat; dan 5. program pengembangan kawasan Minapolitan pendukung perikanan tangkap di Kecamatan Dumbo Raya dan Kecamatan Hulonthalangi serta perikanan budidaya di Kecamatan Kota Barat dan Balai Benih Ikan kecamatan Kota Tengah. b. Indikasi program untuk perwujudan kawasan pelayanan umum, terdiri atas : 1. program peningkatan kualitas pelayanan sarana-sarana pendidikan untuk semua jenjang; 2. program peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana-sarana pendidikan yang ada; 3. program peningkatan kualitas dan kapasitas layanan sarana-sarana kesehatan di seluruh wilayah kota Gorontalo; 4. program Peningkatan sebaran tenaga medis dan fasilitas penunjang medis; 5. program pengembangan sarana rekreasi dan olahraga (lapangan multifungsi) yang tersebar merata di setiap kecamatan; dan 6. program peningkatan kualitas sarana peribadatan dan pusat pengembangan aktivitas dan syiar agama Islam. Bagian Keempat Indikasi Program Untuk Perwujudan Kawasan-Kawasan Strategis Kota Pasal 62 Indikasi program untuk perwujudan kawasan-kawasan strategis Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf c, terdiri atas : a. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan c. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Pasal 63 (1) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf a terdiri atas : a. program pemberian insentif dan kemudahan perijinan investasi bagi kegiatan perdagangan dan jasa pada lokasi yang sesuai peruntukan dan daya dukung lahan; b. program peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur perkotaan terutama pelabuhan, energi listrik, air bersih, jalan, dan pasar. c. program . . .



- 39 c. program peningkatan kapasitas pasokan jaringan-jaringan utilitas pada kawasankawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan d. program peningkatan layanan moda transportasi bagi pertumbuhan aksebilitas dan mobilisasi pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. (2) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf b terdiri atas : a. program pengembangan dan penataan kawasan situs bersejarah dan warisan budaya menjadi objek-objek wisata terpadu; b. program peningkatan sarana dan prasarana transportasi ke lokasi-lokasi situs bersejarah; c. program peningkatan promosi keberadaan situs-situs bersejarah sebagai salah satu kekayaan budaya daerah; dan d. program peningkatan manajemen pengelolaan situs bersejarah sebagai bagian dari industri kepariwisataan daerah. (3) Indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf c terdiri atas : a. program penetapan dan pengembangan luasan RTH publik dan RTH Privat; b. program pemberian insentif bagi aktifitas pertanian lahan basah dan lahan kering untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan; c. program penghijauan dan rehabilitasi lahan-lahan kritis pada kawasan-kawasan resapan air dan sekitar mata air; dan d. program pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan bantaran sungai dan sempadan danau melalui pengembangan sabuk hijau (green belt).



BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA Bagian Kesatu Umum Pasal 64 (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. ketentuan perizinan; c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan d. ketentuan sanksi. (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang dengan berpedoman pada peraturan zonasi dan rencana rinci tata ruang. (3) Walikota melakukan pengendalian pemanfaatan ruang. (4) Walikota dalam menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang dibantu oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).



Bagian . . .



- 40 Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pasal 65 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi. (2) Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi, terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi pada struktur ruang; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi pada pola ruang. (4) Ketentuan peraturan zonasi pada struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi : a. ketentuan peraturan zonasi untuk sistem prasarana utama; dan b. ketentuan peraturan zonasi untuk sistem prasarana lainnya. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung. Paragraf 1 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Prasarana Utama Pasal 66 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a, meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan; d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kereta api; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan umum. Pasal 67 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terdiri atas bagian-bagian jalan meliputi : a. ruang manfaat jalan; b. ruang milik jalan; dan c. ruang pengawasan jalan. Pasal 68 (1) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf a, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya. (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.



(3) Ruang . . .



- 41 (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Pasal 69 (1) Badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan. (2) Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengamanan konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas. (3) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu. (4) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan jalan. (5) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Tinggi ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter. (7) Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan. Pasal 70 (1) Saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air. (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan. (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin. (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan. (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 71 Ambang pengaman jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan. Pasal 72 Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.



Pasal 73. . .
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Pasal 73 (1) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf b terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.



Pasal 74 (1) Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar sebagai berikut: a. jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter; b. jalan raya 25 (dua puluh lima) meter; c. jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan d. jalan kecil 11 (sebelas) meter. (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas ruang milik jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan. Pasal 75 (1) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu. (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut : a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter; b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter; c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter; d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter; e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter; f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter; g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter; h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.



Pasal 76. . .



- 43 -



Pasal 76 (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. (2) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.



Pasal 77 Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain. Pasal 78 (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas. (2) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di dalam kota dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan : a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan. (3) Bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar. (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. (5) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan bangunan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Pasal 79 Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Walikota Pasal 80 Dalam hal ruang manfaat jalan dan/atau ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya . . .



- 44 pelaksanaannya, ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan, dengan mengutamakan kepentingan umum. Pasal 81 (1) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan. (2) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah. (3) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Pasal 82 Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain, maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana moda transportasi yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum. Pasal 83 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi : a. zonasi terminal terdiri dari zona fasilitas utama, zona fasilitas penunjang dan zona kepentingan terminal; b. zona fasilitas utama adalah untuk tempat keberangkatan, tempat kedatangan, tempat menunggu, tempat lintas, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang menggangu kelancaran lalu lintas kendaraan; c. zona fasilitas penunjang adalah untuk kamar kecil/toilet, musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, taman dan tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadual perjalanan, pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi, dan dilarang kegiatan-kegiatan yang menggangu keamanan dan kenyamanan; d. zona kepentingan terminal meliputi ruang lalu lintas sampai dengan titik persimpangan yang terdekat dari terminal dan dilarang untuk kegiatan yang menganggu kelancaran arus lalu lintas; e. fasilitas terminal penumpang harus dilengkapi dengan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat; dan f. terminal terpadu intra dan antar moda adalah untuk menyediakan fasilitas penghubung yang pendek dan aman serta penggunaan fasilitas penunjang bersama. Pasal 84 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, meliputi : a. zonasi pelabuhan penyeberangan terdiri dari ruang lingkungan kerja dan ruang lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan; b. zona . . .



- 45 b. zona ruang lingkungan kerja perairan pelabuhan penyeberangan adalah untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal dan lain-lain; c. zona ruang lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan, adalah untuk : alur pelayaran dari dan ke pelabuhan, keperluan keadaan darurat, pengembangan pelabuhan jangka panjang, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, kegiatan pemanduan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal; d. zona lingkungan kepentingan pelabuhan penyeberangan persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %; e. fasilitas pokok di zona ruang lingkungan kerja daratan terdiri dari : terminal penumpang, penimbangan kendaraan bermuatan, jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way), perkantoran untuk kegiatan Pemerintahan dan pelayanan jasa, fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker), instalasi air, listrik dan telekomunikasi; akses jalan dan/atau jalur kereta api, fasilitas pemadam kebakaran, tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal; f. fasilitas penunjang di zona ruang lingkungan kerja daratan terdiri dari : kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, tempat penampungan limbah, fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan, areal pengembangan pelabuhan, fasilitas umum lainnya (peribadatan, taman, jalur hijau dan kesehatan); dan g. zona pelabuhan penyeberangan terpadu dilengkapi dengan fasilitas penghubung antar moda. Pasal 85 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d, meliputi : a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi; b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api; d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dengan jalan; dan e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api. Pasal 86 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, meliputi : a. pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; b. pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DLKR adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. DLKP . . .



- 46 DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pelabuhan penyeberangan berlaku mutatis mutandis untuk pelabuhan umum. Paragraf 2 Ketentuan Peraturan Zonasi Untuk Sistem Prasarana Lainnya Pasal 87 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b, meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi/kelistrikan; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumberdaya air kota; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk infrastruktur perkotaan. Pasal 88 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, meliputi : a. pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan b. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 89 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan disekitarnya.



Pasal 90 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, meliputi perlindungan dan pelestarian sumber air yang dilakukan melalui : a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air; b. pengendalian pemanfaatan sumber air; c. pengisian air pada sumber air; d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi; e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air; f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; g. pengaturan daerah sempadan sumber air; h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam. (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik. 3. Kegiatan . . .



- 47 (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan yang lebih bersifat non fisik. (4) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air. Pasal 91 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf d, meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum; b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan air limbah; c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. zonasi penyediaan air minum terdiri dari zona unit air baku; zona unit produksi; zona unit distribusi; zona unit pelayanan dan zona unit pengelolaan; b. zona unit air baku adalah untuk bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya; c. zona unit produksi adalah untuk prasarana dan sarana pengolahan air baku menjadi air minum; d. zona unit distribusi adalah untuk sistem perpompaan, jaringan distribusi, bangunan penampungan, alat ukur dan peralatan pemantauan; e. zona unit pelayanan adalah untuk sambungan rumah, hidran umum, dan hidran kebakaran; f. zona unit pengelolaan adalah untuk pengelolaan teknis yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan pemantauan dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi dan pengelolaan non teknis yang meliputi administrasi dan pelayanan; g. persentase luas lahan terbangun pada zona unit air baku maksimal sebesar 20 %; h. persentase luas lahan terbangun pada zona unit produksi maksimal sebesar 40 %; i. persentase luas lahan terbangun pada zona unit distribusi maksimal sebesar 20 %; j. unit produksi terdiri dari bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum; k. limbah akhir dari proses pengolahan air baku menjadi air minum wajib diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air baku dan daerah terbuka; l. unit distribusi wajib memberikan kepastian kuantitas, kualitas air, dan jaminan kontinuitas pengaliran 24 jam per hari; dan m. untuk mengukur besaran pelayanan pada sambungan rumah dan hidran umum harus dipasang alat ukur berupa meter air yang wajib ditera secara berkala oleh instansi yang berwenang. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan limbah domestik yang terdiri atas :



1. zona . . .



- 48 1. zona limbah domestik terpusat terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga; 2. zona ruang manfaat adalah untuk bangunan penunjang dan instalasi pengolahan limbah; 3. zona ruang penyangga dilarang untuk kegiatan yang mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 m sekeliling ruang manfaat; 4. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %; 5. pelayanan minimal sistem pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku; 6. permukiman dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumah wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 m dari sumur; 7. permukiman dengan kepadatan tinggi, wajib dilengkapi dengan system pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan skala pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan serta memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat; 8. sistem pengolahan limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) system konvensional atau alamiah dan pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologi modern. b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah industri, dengan ketentuan : 1. zona limbah Industri terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga; 2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan; 3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata; 4. persentase ruang terbuka hijau di zona manfaat minimal 20 %; 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa wadah atau pelataran penampungan limbah; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling; 6. setiap kawasan industri harus menyediakan sarana IPAL dengan teknologi modern; dan 7. limbah industri yang berupa limbah B3 harus diangkut ke lokasi penampungan dan pengolahan B3 yang telah ada oleh Pemerintah daerah. c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarakan dengan ketentuan : 1. zona ruang limbah B3 terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga; 2. zona ruang pemanfaatan adalah untuk instalasi pengolahan limbah B3; 3. zona ruang penyangga adalah untuk kegiatan budidaya pada radius minimal 300m untuk fasilitas umum; pantai; sumber air; kawasan lindung dan jalan serta dilarang untuk permukiman dan pariwisata; 4. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar 20 %; 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3; tempat parkir kendaraan angkutan dan pagar tembok keliling lengkap; 6. setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib menyediakan fasilitas pengumpulan dan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berasal dari kegiatan kapal; 7. lokasi . . .



- 49 7. lokasi di pelabuhan dapat berada di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kepentingan dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Laut; dan 8. ijin lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di darat dan pelabuhan a dikeluarkan oleh Walikota. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Penampung Sementara diarahkan dengan ketentuan : 1. zona TPS terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga; 2. zona ruang manfaat adalah untuk penampungan sampah dan tempat peralatan angkutan sampah; 3. zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejarak 10m dari sekeliling zona ruang manfaat; 4. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 %; 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan, gudang, tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling; 6. pemilahan sampah dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan 7. luas lahan minimal 100 m2 untuk melayani penduduk pendukung 2500 jiwa (1 RW). b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Pengolahan Sampah Terpadu diarahkan dengan ketentuan : 1. zona TPST terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga; 2. zona ruang manfaat adalah untuk kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; 3. zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 10 m; 4. persentase luas lahan terbangun sebesar 10 %; 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan ( 30 m2), pengomposan sampah organik ( 200 m2), gudang ( 100 m2), tempat pemindah sampah yang dilengkapi dengan landasan container (60 m2) dan pagar tembok keliling; dan 6. luas lahan minimal 300 m2 untuk melayani penduduk pendukung 30.000 jiwa (1 kelurahan). c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk Tempat Pemrosesan Akhir diarahkan dengan ketentuan : 1. zona TPA terdiri dari zona ruang manfaat dan zona ruang penyangga; 2. zona ruang manfaat adalah untuk pengurugan dan pemrosesan akhir sampah; 3. zona ruang penyanggah dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejarak 300 m untuk permukiman, 3 km untuk penerbangan, dan 90 m untuk sumber air bersih dari sekeliling zona ruang manfaat; 4. persentase luas lahan terbangun sebesar 20 %; 5. dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parkir kendaraan, tempat ibadah, tempat olahraga dan pagar tembok keliling; 6. menggunakan metode lahan urug sanitari landfil;



7. tempat . . .



- 50 7. tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman; dan 8. lokasi dilarang di kawasan perkotaan dan kawasan lindung. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. zona jaringan drainase terdiri dari zona manfaat dan zona bebas; b. zona manfaat adalah untuk penyaluran air dan dapat diletakkan pada zona manfaat jalan; c. zona bebas di sekitar jaringan drainase dibebaskan dari kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran penyaluran air; dan d. pemeliharan dan pengembangan jaringan drainase dilakukan selaras dengan pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.



Paragraf 3 Ketentuan Peraturan Zonasi pada Kawasan Budidaya Pasal 92 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) huruf a, terdiri atas: a. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perumahan; b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa; c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran; d. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan industri; e. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata; f. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau; g. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan evakuasi bencana; h. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan i. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya. Pasal 93 (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, terdiri atas : a. kawasan perumahan kepadatan tinggi; b. kawasan perumahan kepadatan sedang; dan c. kawasan perumahan kepadatan rendah. (2) Kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kawasan perumahan dengan bentuk bangunan dan lebar kapling yang beragam dengan prasarana jalan berupa gang, dengan ketentuan amplop ruang meliputi : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80 persen; b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,8% , 2 lantai; c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20 persen; d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan minimum 3 sampai dengan 4 meter; e. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Samping minimum 2 meter; f. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Belakang minimum 2 meter; dan g. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum. (3) kawasan . . .



- 51 (3) Kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kawasan perumahan dengan bentuk bangunan permanen yang luas kapling minimal 108 m2 dengan prasarana jalan berupa konstruksi lapisan penetrasi, lebar jalan minimal 6 meter, dengan ketentuan amplop ruang meliputi : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 60 persen; b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,2%, 2 lantai; c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20 persen; d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan 3 sampai dengan 4 meter; e. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Samping minimum 2 meter; f. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Belakang minimum 2 meter; dan g. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum. (4) Kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kawasan perumahan dengan bentuk bangunan mewah yang luas lahan di atas 150 m 2 dengan prasarana jalan berupa konstruksi hotmix, dengan ketentuan amplop ruang meliputi : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40 persen; b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 1,4%, 2 lantai; c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20 persen; d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan 3 sampai dengan 4 meter; e. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Samping minimum 2 meter; f. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Belakang minimum 2 meter; dan g. Tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum. (5) Perumahan susun, KDB Maksimum (40 persen), KLB maksimum (1,6 persen) 4 lantai, GSB Depan minimum (3 – 4 meter), GSB Samping minimum (6 meter), Garis Sempadan Bangunan (GSB) Belakang minimum (6 meter). (6) Untuk perumahan formal bersifat komersil yang dibangun oleh pihak developer, kepadatan maksimum untuk pengembangan kawasan baru perumahan tidak bersusun maksimum 40 bangunan rumah per ha, luas kapling minimum 150 m2, total luas kawasan minimal 1 ha dengan bentuk perumahan minimum tipe 70, dan dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai. (7) Pembangunan fasilitas lainnya seperti bangunan perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial pada kawasan perumahan dimungkinkan sepanjang dapat menunjang fungsi dan struktur kawasan serta memiliki akses langsung ke jalan raya. (8) Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya. (9) Setiap pengembangan kawasan baru perumahan wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 94 (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf b, meliputi kawasan yang diperuntukan untuk mengembangkan perdagangan dan jasa lainnya, terutama pusat pertokoan, bank, perhotelan, bioskop, restoran, dan perkantoran komersial (Bank, Perusahaan BUMN/BUMD, Asuransi, dll), dengan ketentuan amplop ruang meliputi : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 80 persen, untuk perhotelan dan perkantoran komersial KDB Maksimum 60 persen serta dilengkapi fasilitas tempat parkir yang memadai. b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 4,8%, 2-3 lantai; c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20 persen; d. Garis….
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(3)



(4) (5) (6)



d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan 3 sampai dengan 4 meter; e. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Samping minimum 2 meter; f. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Belakang minimum 2 meter; g. Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum 80 persen; dan h. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum. Untuk bangunan gedung dengan tinggi bangunan lebih dari 3 lantai harus melampirkan layout/site plan rencana dan rencana struktur yang disetujui oleh Tim Ahli Bangunan Gedung. Pembangunan gudang/tempat penyimpanan sementara hanya diperkenankan satu kesatuan dengan induk bangunan pusat perbelanjaan atau toko dengan luas maksimum 30 persen dari luas bangunan keseluruhan. Pengaturan lebih lanjut terhadap pergudangan di Kota Gorontalo akan diatur melalui Peraturan Walikota. Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya. Setiap pembangunan kegiatan perdagangan dan jasa wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Pasal 95 (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf c, meliputi Kawasan yang diperuntukan untuk pembangunan bangunan pemerintah, meliputi kantor pemerintah provinsi, kantor pemerintah kota, kantor instansi vertikal, kantor polisi, dan lain-lain, dengan ketentuan amplop ruang, meliputi : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40 persen; b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3 lantai; c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20 persen; d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 3 sampai dengan 4 meter; e. Koefisien Tapak Basement (KTB) maksimum 80 persen; dan f. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum. (2) Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya.



Pasal 96 (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf d, meliputi kawasan yang diperuntukan untuk mengembangkan usaha terutama industri kecil dan/atau ringan yang memberikan pengaruh kecil terhadap penurunan kualitas lingkungan, kecuali pabrik dan/atau industri kecil yang menyebabkan kerusakan yang serius atau penurunan kualitas lingkungan, dengan ketentuan amplop ruang meliputi : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 50 persen di dalam kawasan, dan 40 persen di luar kawasan; b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3 lantai; c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20 persen; d. Garis Sempadan Bangunan (GSB) 3 sampai dengan 4 meter; dan e. tinggi bangunan maksimum sama dengan KLB maksimum. (2) Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya. (3) setiap . . .



- 53 (3) Setiap kegiatan pembangunan industri wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Pasal 97 (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf e, meliputi kawasan yang diperuntukkan untuk pariwisata dengan luas tertentu dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan, dengan ketentuan amplop ruang meliputi : a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 20 persen; b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 3 lantai; dan c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 20 persen; (2) Penerapan prinsip Zero Delta Q Policy dalam setiap kegiatan terbangun yang telah diajukan izinnya. (3) Setiap kegiatan pembangunan pariwisata wajib memiliki dokumen lingkungan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 98 Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam 92 huruf f, meliputi kawasan yang tidak termasuk RTH, berupa lahan yang diperkeras dengan ketentuan ruang terbuka non hijau maksimum didasarkan pada perhitungan luas lahan dikurangi dasar hijau sesuai KDH yang berlaku, maupun ruang terbuka biru (RTB) yang berupa permukaan sungai, danau, maupun areal-areal yang diperuntukkan sebagai genangan retensi. Pasal 99 Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf g, meliputi kawasan yang diperuntukkan untuk mengamankan penduduk dari kawasan yang mengalami bencana alam, dengan ketentuan jarak kawasan evakuasi tidak jauh dari kawasan bencana. Pasal 100 (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf h, meliputi kawasan yang diperuntukkan untuk unit-unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri sendiri, dan dalam usahanya itu sering mendapat kendala seperti faktor modal fisik, faktor pengetahuan, faktor pengetahuan, dan faktor keterampilan. (2) Sektor informal, khususnya PKL, tidak diperkenankan untuk menggunakan badan jalan atau jalur pedestrian sebagai area perdagangan. (3) Penggunaan RTNH maupun pedestrian untuk kegiatan sektor informal harus diatur secara dinamis dan harmonis yang meliputi pengaturan waktu pada pagi hari untuk kepentingan publik dan pada sore sampai dengan malam hari untuk kegiatan sektor informal. Pasal 101 . . .



- 54 Pasal 101 (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 huruf i, terdiri atas : a. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pertanian; b. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pesisir; c. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pertambangan; d. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan pelayanan umum; dan e. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan militer. (2) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. kawasan lahan basah yang meliputi persawahan beririgasi teknis dilarang dialihfungsikan, sedangkan untuk lahan persawahan pada ruas-ruas jalan tertentu yang meliputi jalan Prof. John Katili, jalan Brigjen Piola Isa, jalan Aloei Saboe, jalan K.H. Adam Zakaria, jalan Taman Surya, jalan AMD, jalan Raden Saleh, jalan Pangeran Hidayat II, jalan Manggis, jalan Manado, jalan Delima, jalan Arif Rahman Hakim, jalan Yusuf Hasiru, serta sebagian jalan Rusli Datau dan jalan kalimantan akan diatur kemudian melalui Peraturan Walikota; b. kawasan pertanian lahan kering meliputi : 1. kemiringan lahan 0 sampai dengan persen: tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik; 2. kemiringan 8 sampai dengan 15 persen: tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik, tanaman penguat teras; tindakan konservasi secara mekanik (ringan), teras gulud disertai tanaman penguat teras; tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud dengan interval tinggi 0.7 sampai dengan 1.5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air ditanami rumput; 3. kemiringan 15 sampai dengan 40 persen: tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisipan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rorak; tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras bangku yang dilengkapi tanaman atau batu penguat teras dan rorak, saluran pembuangan air ditanami rumput; 4. melakukan pola agroforestri melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan tanaman hutan yang dapat berfungsi lindung, di samping tanaman pangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat; 5. menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternak-tanaman pangan, hortikultura (sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik; dan 6. penggunaan lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan dalam upaya menghasilkan pakan ternak, meliputi: jagung, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan padi sawah yang merupakan sumber penyusun ransum ternak monogastrik. c. kawasan tanaman tahunan / perkebunan adalah : 1. kemiringan 0 sampai dengan 8 persen : pola tanam monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi, vegetatif tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimum, tanpa tindakan konservasi secara mekanik; 2. kemiringan 8 sampai dengan 15 persen : 1) pola tanam: monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran; 2) tindakan konservasi secara vegetatif, tanaman penutup tanah . . .



- 55 tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimal; 3) tindakan konservasi secara mekanik, saluran drainase, rorak teras bangku, diperkuat dengan tanaman penguat atau rumput; 3. kemiringan lahan 25 sampai dengan 40 persen : 1) pola tanam: monokultur, interkultur atau campuran; 2) tindakan konservasi secara vegetatif, tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimal; 3) tindakan konservasi secara mekanik, saluran drainase, rorak, teras individu; 4. peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan kelapa, cengkeh, pala, kopi, jahe, vanili, kayu manis dan coklat; 5. pengembangan wilayah-wilayah tanaman perkebunan sesuai dengan potensi berdasarkan kesesuaian lahannya; 6. pengendalian perluasan tanaman perkebunan, terutama cengkeh, agar tidak merusak lingkungan; dan 7. mengembangkan hutan rakyat di lahan-lahan yang tidak digunakan untuk pertanian intensif. (3) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. ketentuan peratuaran zonasi untuk kawasan pemukiman nelayan, yaitu : 1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40 - 60 persen; 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 2%, 2 lantai; 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40 – 60 persen; 4. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Depan ½ ROW jalan umum di depan bangunan; dan 5. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Samping minimum 2 meter; b. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pelabuhan, yaitu : 1. zona laut yaitu zona yang terletak di wilayah perairan, terdiri dari : a). zona lalu-lintas/manufer, yaitu zona yang di peruntukan untuk kapal bergerak (keluar-masuk,memutar,merapat) di wilayah perairan pelabuhan, dan fasilitas yang meliputi : alur pelayaran, alur masuk pelabuhan, kolam Putar (Turning Basin), rambu navigasi; b). zona tambat/Labuh, yaitu zona yang di peruntukan untuk kapal tinggi/berhenti untuk waktu beberapa lama untuk kepentingan bongkar muat, pengisian bahan bakar, air minum, menunggu giliran berlabuh atau tinggal sementara, dan fasilitas yang meliputi : Dermaga, Dolphin, Daerah Tunda. c). zona pelindung, yaitu zona yang diperuntukan untuk melindungi kawasan perairan pelabuhan dari gangguan alam, dan fasilitas yang termasuk dalam zona ini meliputi : pemecah breakwater, groin, mercusuar. 2. zona darat, yaitu zona yang terletak di wilayah daratan, terdiri dari : a). zona produksi, yaitu area yang diperuntukkan untuk kegiatan proses penanganan ikan, dan fasilitas yang masuk dalam zona ini meliputi : Dermaga, fasilitas pemasaran/distribusi hasil perikanan (TPI, pasar ikan, gudang); b). zona pembekalan (stockist), yaitu zona yang diperuntukan untuk kegiatan pelayanan kebutuhan pembekalan kapal, dan fasilitas yang masuk dalam zona ini meliputi : Silo/Bunker BBM, Dispenser, Air bersih, Balok Es; c). zona pemeliharaan dan perbaikan kapal, yaitu area yang diperuntukan untuk pemeliharaan/perawatan kapal serta alat tangkapnya, dan fasilitas yang masuk dalam zona ini adalah meliputi: galangan kapal/Docking, gedung utilitas, perbaikan jaringan; d). zona administrasi dan fasilitas fungsional lainnya, Yaitu area yang diperlukan untuk pelayanan administrasi pelabuhan, penggerak kegiatan dan pengembangan pelabuhan . . .



- 56 pelabuhan, dan fasilitas yang ada di zona ini meliputi : kantor, balai pertemuan nelayan, instalasi listrik; e). zona industri, yaitu area yang diperuntukan atau disediakan untuk kegiatan industri (pengelolaan ikan); dan f). zona pemukiman, yaitu area yang diperuntukan untuk pemukiman para nelayan, orang-orang yang bekerja/berkepentingan di pelabuhan, namun letak zona ini secara fisik terpisah dengan daerah administrasi pelabuhan., namun masuk dalam kawasan pelabuhan; c. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan tangkap meliputi wilayah perairan pantai di ukur dari permukaan air laut pada surut yang terendah sampai dengan 4 (empat) mil laut kearah laut, dengan ketentuan pemanfaatan ruang meliputi : 1. perairan pantai dengan subtract lumpur, lumpur campur pasir merupakn zona perikanan set net/alat tangkap pasif, seperti sero (stake traps/guiding barriers,bila,belat,cager), bagan tancap (stationary lift net), dengan jarak antar alat penangkapan ikan, terutama set net dengan set nets lainnya tidak kurang dari 2000 m; 2. perairan pantai yang landai dan datar dengan subtract pasir, pasir campur lumpur, zona penangkapan ikan dengan alat penangkapan : krakat, bundes, bondet, range, penanbe, soma dampar, tagao redi kofo udang gosau, sodo, sodu, sungkur, julu, dan lain-lain; 3. perairan dengan dasar karang atau batu merupakan zonapenangkapan ikan dengan alat penangkapan : muroami, kalase, jarring klotok, jarring insang karang (coralreet gill net), soma malalugis, berbagai jenis bubu (fishpot); dan 4. perairan pantai curam, agak dalam zona penangkapan ikan dengan alat penangkapan: bagan apung (mobile liftnet), sero gantung, bubu apung, dan lain-lain. d. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan budidaya meliputi wilayah perairan untuk pengembangan budidaya laut dengan ketentuan ketersediaan areal dengan luasan yang cukup memadai, minimal luas hamparan (kawasan) areal tanam minimal 25 ha; e. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan wisata bahari meliputi pengembangan pariwisata alam yang mempertahankan prinsip konservasi lingkungan dan keberadaan kehidupan sosial masyarakat setempat, dengan model pendekatan pengembangan wisata meliputi : 1. pembangunan skala kecil yang berwawasan lingkungan; dan 2. sasaran atau target pengunjung skala kecil (individual traveler). f. ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan lindung di wilayah pesisir berlaku mutatis mutandis sebagaimana dalam ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai. (4) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. pertambangan galian batu kapur yang terletak di Kecamatan Kota Barat, meliputi: Kelurahan Tenilo, Kelurahan Buliide, Kelurahan Pilolodaa, Kelurahan Lekobalo dan Kelurahan Dembe I serta Kelurahan Donggala, Kelurahan Tenda dan Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi tidak dibolehkan lagi karena berada pada kawasan lindung dan kawasan rawan bencana longsor; b. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya; c. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan; dan d. pengembalian . . .



- 57 d.



pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera. (5) Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi : a. kawasan pendidikan, meliputi : 1. penyediaan fasilitas pedidikan mulai dari pendidikan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu : play grup, TK, SD, SMP, SMU/SMK/Madrasah, sampai dengan pendidikan tinggi; 2. jumlah fasilitas pendidikan disesuaikan dengan jumlah penduduk sesuai syarat yang dikeluarkan instansi terkait; dan 3. lokasi fasilitas pendidikan disesuaikan dengan skala pelayanan. b. kawasan kesehatan, meliputi : 1. peningkatan aksesibilitas terhadap sarana kesehatan; 2. terdapat pusat sarana kesehatan dan sarana penunjang kesehatan lainnya; 3. pengelompokan sarana kesehatan untuk efisien waktu; 4. pengembangan sarana kesehatan disesuaikan dengan skala pelayanan; 5. jumlah sarana kesehatan disesuaikan dengan jumlah penduduk; dan 6. lokasi sarana kesehatan dengan fungsi pelayanan sekunder, menyebar di seluruh wilayah permukiman.



c. kawasan rekreasi dan/atau olahraga, meliputi : 1. lokasi sarana rekreasi dan olah raga terbuka disesuaikan dengan lokasi ruang terbuka hijau kota; 2. membatasi dan mencegah kegiatan yang merusak ruang terbuka hijau; dan 3. kegiatan rekreasi diupayakan sesuai dengan kegiatan wisata dan/atau budaya. d. kawasan peribadatan, meliputi : 1. kawasan peribadatan menyatu dengan lingkungan permukiman; 2. jumlah sarana peribadatan berdasarkan jumlah penduduk sesuai pemeluk agama; dan 3. organisasi pengelola dan sejenisnya, untuk kegiatan - kegiatan keagamaan. Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi pada Kawasan Lindung Pasal 102 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (5) huruf b, terdiri atas : a. hutan lindung; b. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; c. kawasan perlindungan setempat; d. ruang terbuka hijau; e. kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan f. kawasan rawan bencana alam. Pasal 103 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf a meliputi : a. pemanfaatan . . .



- 58 a. pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekowisata sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung; b. pencegahan kegiatan-kegiatan budidaya dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung; c. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi kawasan dan tidak boleh menggangu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami; d. penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan hutan lindung harus sesuai dengan fungsi lindung kawasan dan tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami; dan e. setiap kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan lindung harus mengikuti kaidahkaidah perlindungan dan kaidah-kaidah konservasi. Pasal 104 Ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf b meliputi : a. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan c. penerapan zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya. Pasal 105 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dim maksud dalam pasal 102 huruf c, terdiri atas : a. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan pantai, meliputi : 1. penggunaan dan pemanfaatan ruang terbatas hanya untuk ruang terbuka hijau dan pengembangan kawasan minapolitan; 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; 3. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan mengedepankan konsep water font city; 4. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan; 5. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan; dan 6. kegiatan budidaya yang sudah ada maupun yang direncanakan di kawasan sempadan pantai yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. b. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai dan sekitar danau, meliputi : 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; 2. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; 3. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; 4. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya; 5. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai; 6. pengamanan daerah aliran sungai; dan 7. kegiatan . . .



- 59 7. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan sempadan sungai yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. c. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan mata air, meliputi : 1. pemanfataan ruang untuk ruang terbuka hijau; 2. pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas air; 3. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air; dan 4. pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (catchment area). Pasal 106 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf d, meliputi : a. pemanfaatan ruang pariwisata alam, rekreasi dan atau olahraga, penelitian dan pengembangan, pendidikan, pelestarian plasma nuftah dan atau budidaya hasil hutan bukan kayu; b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan pariwisata alam dan atau fasilitas penunjang aktifitas lainnya sebagaimana point a pasal 106 di atas; c. pelarangan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota; dan d. pelarangan aktifitas yang dapat menimbulkan kebakaran hutan kota, perambahan hutan kota, penebangan, pemusnahan tanaman dalam hutan kota tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Pasal 107 Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya, ketentuan peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf e meliputi : a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; b. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan c. pengelolaan kawasan cagar budaya yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah. Pasal 108 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 huruf f terdiri atas : a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan longsor, meliputi : 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; 2. membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana; . 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; 4. penetapan kawasan rawan dan berpotensi bencana tanah longsor; dan 5. meningkatkan pemahaman masyarakat berupa penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa. b. ketentuan . . .



- 60 b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir, meliputi : 1. penetapan batas daerah rawan banjir/dataran banjir; 2. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan 3. pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang atau tsunami, meliputi : 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; 2. pembangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana gelombang pasang; 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; 4. pembuatan sabodam di kawasan rawan letusan gunung berapi; 5. penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi bencana; 6. pelakukan sosialisasi pembangunan gedung dengan konstruksi tahan gempa; dan 7. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi.



Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 109 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf b, adalah Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), terdiri atas: a. Izin Prinsip; b. Izin Lokasi; c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT); d. Izin Bangunan; dan e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang wajib dilengkapi dengan IPR sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. (3) IPR diberikan dengan memperhatikan ketentuan peraturan zonasi. (4) IPR dikoordinasikan, dikaji, dan diproses oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gorontalo melalui rekomendasi dan/atau kajian dari aspek penataan ruang yang berkelanjutan dan aspek-aspek lain yang diperlukan, kemudian ditetapkan oleh Walikota Gorontalo. (5) IPR diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan IPR dan perizinan lainnya diatur dengan Peraturan Walikota. (6) Pemberian izin untuk pemanfaatan ruang nasional yang berdampak besar dan penting harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri dan untuk pemanfaatan ruang provinsi harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Gubernur.



Bagian . . .
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Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif Paragraf 1 Umum Pasal 110 Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk: a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang. Paragraf 2 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif Pasal 111 (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya. (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 112 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal. (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. pemberian keringanan pajak; dan/atau b. pengurangan retribusi. (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : a. pemberian kompensasi; b. subsidi silang; c. kemudahan perizinan; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi atau promosi. (4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan walikota. Pasal 113. . .
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Pasal 113 Insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dapat berupa: a. pemberian kompensasi dari pemerintah kota penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah kabupaten/kota penerima manfaat; b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana; c. kemudahaan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah kabupaten/kota pemberi manfaat; dan/atau d. publikasi atau promosi daerah. Pasal 114 Insentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat dapat berupa : a. pemberian kompensasi; b. pengurangan retribusi; c. imbalan; d. sewa ruang dan urun saham; e. penyediaan prasarana dan sarana; f. penghargaan; dan/atau g. kemudahan perizinan. Pasal 115 (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah kota diatur dengan Peraturan Walikota. (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah. (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3 Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif Pasal 116 (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya. (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 117 (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.



(2) Disinsentif . . .



- 63 (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi. (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berupa: a. kewajiban memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan; c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana. (4) Pemberian disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan walikota.



Pasal 118 Disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dapat berupa: a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah kota pemberi manfaat kepada daerah kabupaten/kota penerima manfaat; b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau c. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah kabupaten/kota penerima manfaat. Pasal 119 Disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat dapat berupa: a. kewajiban memberi kompensasi; b. pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah kota; c. kewajiban memberi imbalan; d. pembatasan sampai pelarangan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dan jaringan utilitas; dan/atau e. pensyaratan khusus dalam perizinan. Pasal 120 (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah kota diatur dengan peraturan walikota. (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah. (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima Sanksi Pasal 121



(1) Pengenaan . . .



- 64 (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap orang yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang; c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. penghentian sementara pelayanan umum; d. pemutusan jaringan utilitas d. penutupan lokasi; e. pencabutan izin; f. pembatalan izin; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administratif Pasal 122 Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2) huruf a meliputi: a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkannya; b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya. Pasal 123 Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2) huruf b meliputi: a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.



Pasal 124 Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2) huruf c meliputi: a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;



c. melanggar . . .



- 65 c. d. e. f.



melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.



Pasal 125 Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (2) huruf d meliputi: (1) menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik; (2) menutup akses terhadap sumber air; (3) menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau; (4) menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki; (5) menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau (6) menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.



BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN BENTUK PERAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 126 (1) Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, setiap orang berhak untuk : a. mengetahui rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. (2) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. (3) Hak memperoleh penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cara musyawarah dan mufakat diantara pihak yang berkepentingan dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 127. . .



- 66 Pasal 127 Dalam pemanfaatan ruang , setiap orang wajib untuk : a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.



Bagian Ketiga Bentuk Peran Masyarakat Pasal 128 Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan melalui : a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. Pasal 129 Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, dapat berupa: a. masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.



Pasal 130 (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.



Pasal 131 Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, dapat berupa: a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang; b. kerja sama . . .



- 67 b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang; c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan local serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Pasal 132 Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c dapat berupa: a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi; b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 133 (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada walikota. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang membidangi penataan ruang.



Pasal 134 (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah Kota Gorontalo membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang mudah diakses masyarakat. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana umum dan rencana rinci tata ruang.



BAB IX PENINJAUAN DAN PENYEMPURNAAN Pasal 135 (1) RTRWK dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) RTRWK . . .



- 68 (2) RTRWK dapat disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Peninjauan dan penyempurnaan RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 136 (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 137 Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 127 diancam pidana penjara dan/ atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XII PENYIDIKAN Pasal 138 Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XIII KELEMBAGAAN Pasal 139 (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di Kota Gorontalo maka diperlukan suatu badan penunjang yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Gorontalo. (2) Susunan, tugas, dan fungsi keanggotan BKPRD disesuaikan dengan ketentuan perundangan.



BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 140 . . .



- 69 -



Pasal 140 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan : 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin, berlaku ketentuan sebagai berikut : 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.



BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 141 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Gorontalo Nomor 16 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2001 – 2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 142 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.



- 70 Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 15 September 2011 WALIKOTA GORONTALO ttd.+ cap ADHAN DAMBEA



Salinan sesuai dengan aslinya Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 15 September 2011 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO ttd. + cap Drs. Hi. DARWIS SALIM, M.Sc, M.Pd PEMBINA UTAMA MUDA 19570324 197703 1 003



LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2011 NOMOR 40



- 71 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 40 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2010-2030



I.



PENJELASAN UMUM. Bahwa ruang wilayah Kota Gorontalo merupakan satu kesatuan ruang dengan cakupan luasan sebesar 139,87 Km2 yang terdiri atas daratan seluas 79,03 Km 2 dan Lautan seluas 60,84 Km2 dengan cakupan jenis komponen ruang meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan perkotaan, kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis kota, dan kawasan minapolitan. Bahwa perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo yang berkaitan dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi disatu sisi berjalan sangat cepat yang berakibat bagi terjadinya tekanan-tekanan terhadap lingkungan fisik, sehingga dibutuhkan upayaupaya untuk mencegah/mengatasi kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan tehadap kelestarian lingkungan. Baik lingkungan fisik maupun sosial budaya, Salah satu upaya yang ditempuh adalah melakukan kegiatan penataan ruang yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemaanfatan ruang dalam ruang lingkup wilayah Kota Gorontalo yang perencanaannya dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gorontalo yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bahwa penataan ruang merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan oleh kerana itu perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatur semua rencana dan kegiatan pemanfaatannya agar dapat dilakukan secara optimal dengan memperhatikan keserasian, keseimbangan, keterpaduan, ketertiban, kelestarian dan dapat dipertahankan secara terus menerus dan berkelanjutan.



II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Huruf b Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.



- 72 Huruf c Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai. Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing. Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Cukup Jelas Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas Pasal 10 Cukup Jelas Pasal 11 Cukup Jelas



- 73 Pasal 12 Cukup Jelas Pasal 13 Cukup Jelas Pasal 14 Cukup Jelas Pasal 15 Cukup Jelas Pasal 16 Cukup Jelas Pasal 17 Kawasan-kawasan di Pusat Pelayanan Kota menggunakan nama-nama yang berciri lokal dengan menggunakan bahasa daerah Gorontalo yang sekaligus mencirikan fungsi kawasan tersebut. Bili’u sebagai nama untuk kawasan perdagangan dan jasa, dalam bahasa daerah berarti pakaian kebesaran pengantin daerah. Pengantin merupakan pusat perhatian yang menggambarkan bahwa perdagangan dan jasa merupakan sektor unggulan utama Kota Gorontalo. Bili‟u sekaligus menunjukkan singkatan dari nama-nama kawasan pusat perdagangan dan jasa yaitu Biawao dan Limba U. Pentadu dalam bahasa daerah berarti pantai karena letaknya di pantai pesisir Teluk Tomini sekaligus merupakan singkatan dari Pelabuhan Terpadu karena di lokasi tersebut terdapat beberapa pelabuhan, yaitu Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Penyeberangan, Pelabuhan Pendaratan Ikan dan Pangkalan Pendaratan BBM milik Depo Pertamina. Banthayo Lolipu dalam bahasa daerah dapat diartikan sebagai gedung milik rakyat. Utaeya merupakan nama yang diberikan sesuai fungsi kawasan yang diperuntukkan bagi terminal sebagai pusat kegiatan di bidang perhubungan dan transportasi masyarakat pada skala regional. Pasal 18 Cukup Jelas Pasal 19 Cukup Jelas Pasal 20 Cukup Jelas Pasal 21 Cukup Jelas Pasal 22 Cukup Jelas Pasal 23 Cukup Jelas Pasal 24 Cukup Jelas Pasal 25 Cukup Jelas Pasal 26 Cukup Jelas Pasal 27 Cukup Jelas Pasal 28
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